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abstrak antara 100 – 150 kata saja
Abstrac :There are several UMKM problems  in accessing bank credit to include: (i) UMKM generally do not have a clear accounting banking, making it hard to find information about these efforts complete, (ii) the number of UMKM are still not listed as an official entity, (iii ) lack of human resources who manage UMKM, (iv) access to factor the resulting product marketing. Besides the problem of the inability of UMKM to provide adequate security and can generally be accounted for, a major obstacle that had been experienced by UMKM. Other problems complained of UMKM in the face of banking as recorded in various events Temu Talk between UMKM, banks and governments, among others: (i) collateral requirements in the credit application, (ii) the scarcity of sources of cheap funds banks, (iii) the difficult credit conditions fulfilled, (iv) high mortgage interest rates, (v) technical assistance / consultancy for UMKM and, (vi) the limited information of business development. Was implemented for data collection and database creation OKU dikabupaten UMKM in cooperation with Bank Indonesia, Bank Indonesia sebaga that the central bank will have a database that will facilitate UMKM for economic actors to access and use the data available on this website. The data will be used as accurate information regarding the existence of entrepreneurs in the district OKU, and indirectly will be used as initial consideration for the user to see the feasibility of this effort. By knowing the existence and feasibility of these efforts will result in the emergence of the interaction between banking and economic actors directly through bank credit with the right target. This will also affect the development of economic activities.
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abstrak antara 100 – 150 kata saja
Abstak : Ada beberapa masalah yang dihadapi UMKM untuk mengajukan kredit ke bank antara lain : (i) secara umum UMKM tidak memiliki pembukuan yang lengkap, sehingga pihak perbankan agak kesulitan dalam memproses pengajuan kredit, (ii) kebanyakan UMKM tidak terdaftar di Deperidag setempat, (iii ) masih terbatasnya tenaga professional yang mengelola UMKM, (iv) kesulitan untuk memasarkan hasil produksi. Permasalahan bank-bank dalam melayani sektor UMKM diantaranya adalah: (i) belum memiliki SDM yang kompeten untuk menangani debitur UMKM, (ii) orientasi bank yang berfokus kepada segmen korporat, (iii) jaringan kantor bank yang masih terbatas dan belum merata penyebarannya termasuk BPR, (iv) masih adanya persepsi perbankan yang keliru dengan menganggap UMKM sebagai debitur yang ‘merepotkan’, beresiko tinggi, dan kurang menguntungkan. Selain itu, faktor lain adalah kesulitan menjangkau daerah –daerah pelosok atau sentra-sentra pengusaha mikro dan kecil, biaya overhead yang cukup besar untuk penyaluran kredit kepada UMKM, terbatasnya pemahaman mengenai karakteristik UMKM pada sebagian besar bank umum, dan belum adanya lembaga penjamin kredit yang berfungsi secara optimal. Dengan dilaksanakan kegiatan ini maka Bank Indonesia sebaga bank sentral akan memiliki database UMKM sehingga akan memudahkan bagi para pelaku ekonomi untuk mengakses dan menggunakan data yang tersedia di website ini. Adapun data tersebut akan dapat dijadikan informasi yang akurat mengenai keberadaan pengusaha di kabupaten OKU, dan secara tidak langsung akan dapat dijadikan pertimbangan awal bagi pengguna untuk melihat kelayakan dari usaha tersebut.

Kata kunci: Perbankan, UMKM, penyaluran kredit, database UMKM
I.     PENDAHULUAN ( Pendahuluan tidak boleh ada sub bab)


Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintahan dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. Sedemikian pentingnya sektor perekonomian ini sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat mempengaruhinya baik yang bersifat positip maupun negatif.

Sejak dasawarsa tujuhpuluhan mulai disadari bahwa meskipun mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat namun kebanyakan negara berkembang belumlah secara maksimal berhasil menyediakan lapangan kerja yang layak bagi para pencari kerja pada angkatan kerja pada umumnya, baik  ditinjau dari segi tingkat pendapatan, ataupun dari kesesuaian antara keahlian dengan bidang pekerjaan. Dengan mengacu akan harapan bahwa sektor ekonomi modern akan mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perekonomian, dan akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas akan tetapi harapan ini masih jauh dari kenyataan. Bertolak dari kenyataan ini maka eksistensi  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan di Negara-negara berkembang. 
Krisis ekonomi membuka cakrawala bangsa Indonesia akan rapuhnya system perekonomian yang dibangun hanya dengan segelintir konglomerasi. Sebelum terjadi krisis di era orde baru, perekonomian Indonesia dikuasai oleh 0,1 % perusahaan besar yang hanya menyerap 2% dari angkatan kerja. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menyerap dan menampung 95% angkatan kerja, yakni tak kurang 110 juta orang, ternyata hanya menguasai sedikit sumber daya.

Fokus perekonomian Indonesia pra krisis ekonomi, dimana perekonomian kita lebih menitikberatkan ”konglomerasi usaha” terbukti telah menyeret kita ke dalam jurang yang dalam dan puncaknya pada tahun 1997 dimana krisis ekonomi kita berada pada titik puncak, peran small medium enterprises (Usaha Mikro Kecil Menengah) memberikan kontribusi sangat besar dalam menyelamatkan perekonomian nasional. UMKM terbukti handal  dan kebal terhadap krisis ekonomi dan menjadi katup pengaman bagi dampak dari krisis seperti pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.

UMKM merupakan salah satu sektor informal yang cukup banyak mengatasi masalah pengangguran. Bahkan lewat sektor ini diharapkan 10 juta pengangguran akan terkurangi. Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total jumlah unit usaha.UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja.Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %. Kemudian sumbangan UKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor. Sampai saat ini perekonomian Indonesia mayoritas ditopang oleh sektor ini. Setidaknya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut mampu menyerap sekitar 70 % tenaga kerja informal. Sisanya, 30 % bergerak di bidang formal. UMKM juga telah menyumbang produk ekspor sampai 16 %. Sehingga, sektor usaha ini perlu dibina dan diberdayakan, karena merupakan penggerak perekonomian dan pengembang ekonomi kerakyatan. Potensi itu terlihat tahun 2003, UMKM telah menyerap sebanyak 42,4 juta unit usaha dan 79 juta tenaga kerja dengan 56,7 % dari PDB nasional. Sampai awal tahun 2005, jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 105,8 juta orang atau naik sekitar 1,8 juta dibandingkan dengan tahun 2004. Namun, lapangan kerja baru yang tercipta hanya sebesar 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200 ribu tenaga kerja baru yang diserap oleh kegiatan ekonomi formal, sementara sisanya yang sebesar 1 juta tenaga kerja diserap oleh kegiatan ekonomi informal. Pekerja pada kegiatan ekonomi informal mengalami kenaikan dari sebesar 65,3 juta orang atau 62,8% dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2004 menjadi 62,7% atau 66,3 juta orang pada tahun 2005. Sebagian besar pekerja Indonesia bekerja di kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap sebanyak lebih dari 99,5% dari jumlah tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibanding produktivitas usaha besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 77,68 juta orang tenaga kerja terserap oleh UMKM atau 96,77 persen dari total tenaga kerja nasional. Selama periode 2004 hingga 2006, koperasi mengalami peningkatan sebesar 5,88 persen dari 130.730 unit pada 2004 menjadi 138.411 unit pada 2006. Pertumbuhan ini dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, penyerapan tenaga kerja, permodalan, volume usaha, dan nilai sisa hasil usaha (SHU). Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat hampir 45 juta unit atau 99,9 persen dari pelaku usaha nasional. Sebanyak 45 juta unit UMKM tersebut, 44,3 juta unit merupakan usaha mikro dan kecil serta sebanyak 700.000 unit dari usaha menengah Untuk mencapai sasaran di tahun 2007, kebijakan umum pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu: (1) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; dan (2) upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif (www.BPS.go.id).
Masalah klasik dalam perkembangan UMKM yaitu pada persoalan permodalan dan pasar. Saat ini perhatian pemerintah terhadap UMKM sedang gencar-gencarnya, terbukti dengan usaha maksimal yang dilakukan oleh pemrintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan meningkatkan sumber-sumber pendanaan bagi pengusaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi dan membuat kebijakan untuk mempermudah pengusaha UMKM dalam mengakses pasar. Modal dan pasar merupakan dua faktor yang memiliki hubungan sangat erat.
Dalam perkembangannya kehadiran pasar swalayan dan supermarket, menjadi masukan positip bagi UMKM, yaitu dalam hal kemudahan mengakses pasar. Dalam hal ini UMKM tidak perlu cemas lagi akan hubungannya dengan konsumen karena ketersediaan pasar. Namun dilain sisi terdapat dampak negatif yaitu kelemahan dalam perputaran modal. Pihak penyedia pasar mengambil kebijakan untuk tidak segera mencairkan secara langsung atas barang yang dijual UMKM. Investor jasa ini juga ingin mengambil keuntungan dalam kegiatan ini, dengan dana yang tertampung akan bisa diputarkan kembali untuk berinvestasi. Selain itu, juga mendapat profit dari sistem bagi hasil antar kedua elemen itu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UMKM melakukan penjualan secara kredit kepada konsumen, dan hal ini menimbulkan masalah bagi UMKM yaitu perputaran uang untuk berproduksi kembali.
Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Langkah strategis yang perlu ditempuh demi keunggulan UMKM adalah sebagai berikut : Pertama, sumberdaya lokal (local resources) harus dijadikan basis utama, karena salah satu karakter UMKM adalah melakukan proses efisiensi dengan mendekatkan sumber bahan baku. Kedua, pembentukan infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku UMKM menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi teknologi, dan mengakses pasar luas. Pusat inkubasi bisnis dapat dimulai masyarakat, tapi harus didukung penuh pemerintah. Ketiga, hadirnya lembaga penjamin kredit merupakan pilihan tepat, karena rendahnya aksesibilitas UMKM terhadap lembaga pembiayaan berpangkal dari ketiadaan agunan. Keempat, penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dilakukan pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ketergantungan terhadap teknologi asing yang berbiaya tinggi harus segera diakhiri. Terakhir, penyediaan informasi bagi pelaku UMKM terkait dengan peluang pasar dan pemanfaatan teknologi. Kelima, meningkatkan promosi produk dalam negeri di arena perdagangan lintas negara. Pelaku UMKM yang terdiri dari kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan telah membuktikan diri sanggup bertahan di masa krisis. Pemerintah patut berterima kasih, karena selama ini UMKM tidak memberatkan beban anggaran negara. Jika ada UMKM yang terlibat kredit macet, maka nilainya tak sebesar utang konglomerat yang telah merusak fundamental ekonomi nasional. Karena itu, Indonesia harus bangkit dengan basis ekonomi yang lebih mandiri (Sumodiningrat dalam anonim, 2006).

Suatu kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tentunya akan memerlukan modal sebagai faktor produksi dengan harapan mendapatkan manfaat berupa keuntungan dikemudian hari yaitu setelah jangka waktu tertentu dimana usaha tersebut dilaksanakan. Harapan tersebut tidak selalu menjadi kenyataan atau tidak selalu berjalan lancar meskipun dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Telah disadari pula bahwa modal dan faktor produksi lainnya seperti sumber daya alam dalam bentuk tanah dan bahan baku lainnya tidak selalu tersedia, namun sering dalam keadaan terbatas sehingga penggunaannya harus secara hati-hati. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum keputusan diambil untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut, terlebih dahulu harus direncanakan dengan matang, kemudian diadakan perhitungan-perhitungan pendahuluan yang didasarkan pada perbandingan (ratio) antara manfaat yang akan diperoleh (benefit) dengan biaya yang akan atau harus dikeluarkan (costs) selama usaha tersebut berlangsung.

Pada umumnya usaha mikro, kecil dan sebagian besar sangat lemah dalam bidang administrasi. Sementara usaha menengah lebih baik, mereka jarang mendasarkan diri pada rencana yang sistematis karena mereka kurang mampu dalam menuangkan pikiran-pikiran mereka dan juga belum sadar akan arti pentingnya rencana. Dan juga para pengusaha pribumi jarang berpengalaman dalam tata cara pengajuan dan mendapatkan kredit. Mengingat hal-hal tersebut di atas, beberapa lembaga keuangan lainnya mempersyaratkan agar pemohon bantuan keuangan melengkapi permohonannya dengan proposal rencana dan atau studi kelayakan oleh konsultan yang tentunya memerlukan biaya dan belum tentu proposal yang diajukan disetujui.

Kegiatan perusahaan pada umumnya dimulai dan bermuara pada masalah keuangan. Dengan kata lain kinerja bisnis tersebut akan tergambar pada kinerja keuangan perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan mengelola keuangan perusahaan, agar tercapai “profit maksimum dan resiko minimum”. Agar dapat mencapai profit maksimum dan resiko minimum tersebut, maka pengelolaan keuangan perusahaan harus sudah dimulai pertama dari saat memilih usaha atau memilih investasi yang paling menguntungkan dengan resiko minimum (memilih investasi yang paling layak). Kegiatan  berikutnya (kedua) adalah memilih sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Untuk ini perlu dipilih sumber dana (equity, pinjaman, ventura, pasar modal, dan sebagainya) yang paling mudah didapat, dengan biaya yang paling rendah. Kegiatan manajemen keuangan yang ketiga adalah memilih struktur pendanaan (financial structure) yang paling baik bagi usaha (investasi) perusahaan. Indikator yang digunakan adalah struktur pendanaan yang paling rendah biaya modalnya. Kegiatan manajemen yang keempat adalah menjaga kinerja keuangan perusahaan.

Di negara-negara yang sedang membangun umumnya terdapat dua sumber dana dalam rangka penanaman modal atau investasi, yaitu penanaman modal dalam negeri (Capital inflow) dan penanaman modal luar negeri (Capital Outflow). Di Indonesia, penanaman dalam negeri (Capital Inflow) bersumber dari tabungan dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Usaha-usaha yang biaya penanaman modalnya bersumber dari dana pemerintah (tabungan pemerintah), dinamakan usaha pemerintah atau usaha nasional, yang menitik beratkan pada manfaat (benefit) yang akan diperoleh dari penanaman modal usaha tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak, dengan perkataan lain, menitik beratkan pada manfaat ekonomisnya.  Sedangkan usaha-usaha yang biaya penanaman modalnya bersumber dari dana swasta (tabungan masyarakat) tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat semaksimal mungkin dalam arti keuntungan yang sebesar-besarnya atau usaha tersebut menitik beratkan pada manfaat finansialnya. Demi terciptanya apa yang diharapkan dari usaha itulah, sebelum diambil keputusan untuk melakukan penanaman modal, terlebih dahulu harus dianalisa/dievaluasi dari segala aspek melalui suatu studi kelayakan, yang pada umumnya meliputi analisa pasar, analisis teknis, analisis finansial, dan analisis profitabilitas sosial.  

Mulai tahun 2007 kebijakan umum pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor

2. Upaya penanggulanan kemiskinan.

Sementara dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan ekspor, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif.

Akan tetapi kredit perbankan konvensional untuk UMKM yang cukup tinggi belum berdampak significan terhadap pengembangan usaha rakyat. Kredit konsumtif dalam jumlah yang banyak apabila tidak disertai dengan sistem pengembangan usaha rakyat dan koordinasi yang baik dengan pemerintah juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan lima sumberdaya pokok yang saling terkait dan harus dikelola secara integral yaitu sumber daya material, manusia, finansial, teknologi dan informasi.

Sebagai salah satu kabupaten responden untuk pendataan UMKM, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, masih sangat terbatas sekali data yang tersedia. Hal ini dikarenakan data yang ada pada setiap dinas masih merupakan data lama dan belum ter up date  dengan baik.

Dengan adanya kerjasama dengan Bank Indonesia,  Bank Indonesia akan membuat suatu website yang berisi informasi-informasi mengenai UMKM yang ada dan masih aktif di Kabupaten OKU yang nantinya akan membuka jalan bagi UMKM untuk mendekatkan diri kepada pihak Perbankan yang juga membutuhkan penambahan keuntungan finansialnya.

Tujuan penelitian ini untuk menyediakan/menyajikan informasi profil UMKM Kabupaten OKU agar dapat dimuat dalam website Bank Indonesia sehingga dapat dipergunakan berbagai pihak khususnya perbankan untuk mendorong fungsi intermediasi dan mempercepat akses layanan keuangan.

2. Metodologi Penelitian
1.3.1 Populasi dan Sampel Penelitiann( sesuaikan penomorannya)
Jenis penelitian ini adalah penyusunan informasi database UMKM, dimana peneliti akan mengadakan penelitian terhadap UMKM yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara detail tentang UMKM yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menggali informasi yang dibutuhkan untuk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM di Kabupaten OKU  dengan karakteristik populasi sebagai berikut :

a. Terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

b. Terdaftar di Dinas Pertanian dan Peternakan

c. Memiliki kekayaan bersih  sampai dengan Rp 500.000.000

d. Usaha telah berumur ≥ 2 tahun

e. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan

Berdasarkan data  dari Disperindag dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Oku jumlah populasi yang akan diteliti adalah sebanyak 773 perusahaan dan 4 kelompok tani yang tersebar di 4 kecamatan (Lubuk Marta, Semidang Aji, Lubuk Batang dan Pengandonan). Dari keempat kelompok tani hanya dari Kecamatan Pengandonan yang bisa ditemui dan diwawancara itupun hanya dengan ketua kelompok saja. Sementara yang lain setelah didatangi ternyata kebanyakan sudah tidak beraktivitas, sedang terikat pembiayaan dengan perbankan atau tidak mau diwawancarai.

Setelah dilakukan survey ternyata dari data tersebut yang dapat dijadikan responden hanya sebesar ±10% saja, sehingga peneliti diharuskan menggali data baru dengan mendatangi secara langsung tempat usaha di dalam kota Baturaja dan sekitarnya. Apalagi dengan masuknya Bank baru di Kabupaten OKU (BTPN, Danamon, Mega dan BTN) makin mempersempit ruang lingkup responden peneliti. Sebagian besar responden kebanyakan baru terikat kredit minimal 2 bulan berjalan. 

Sedangkan jumlah responden yang diambil sebagai sampel untuk informasi database UMKM adalah sebanyak 100 orang responden.

Gambar 1
Data Responden Kabupaten OKU Menurut Kelangsungan Usaha dan Akses Pembiayaan Bank di Kabupaten OKU
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1.3.2    Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, berupa data yang dikumpulkan secara langsung dari objek atau sumber utama yang telah ditentukan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

- Wawancara secara langsung.

Dalam memperoleh data primer tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat UMKM berada. Wawancara tersebut menggunakan panduan untuk wawancara berupa kuesioner agar pertanyaan yang diajukan dapat seragam untuk semua responden sehingga ada keseragaman data yang diperoleh. Pengambilan data dilapangan dilakukan oleh 5 orang enumerator dan 1 orang supervisor dengan cara membagikan kuesioner dan wawancara.  Tahap I mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan 30 Juli 2009 dan tahap II mulai tanggal 19 sampai 20 Agustus 2009. Dalam penelitian ini kriteria responden yang diwawancara adalah pemilik UMKM atau orang yang telah diberikan tanggung jawab untuk mengelola UMKM tersebut, telah berusaha lebih dari 2 tahun, tidak sedang terikat kredit di bank serta memiliki jaminan.

2.
Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi mengenai informasi data UMKM di Kabupaten OKU yang diperoleh dari Disperindag dan Dinas Pertanian dan Peternakan, akan tetapi data ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan panduan, karena data tidak  terupdate dengan baik sehingga sebagian besar tidak valid lagi. Sebagian besar pengusaha terdata ada yang sudah tidak beraktivitas lagi, terikat pembiayaan melalui bank, tidak bersedia diwawancarai dan atau sudah pindah lokasi.

1.3.3 
Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tabulasi

Peneliti melakukan tabulasi terhadap data yang telah terkumpul meliputi :

1. Informasi Pengusaha

2. Informasi kegiatan usaha

3. Susunan pemilik modal dan pengurus perusahaan

4. Group perusahaan

5. Pemasaran Produk Utama

6. Daftar supplier utama dari produk utama

7. Daftar pelanggan utama dari produk utama

8. Pesaing utama dan kelebihan pesaing dariproduk utama

9. Aspek Keuangan

10. Kebutuhan pembiayaan

11. Ketersediaan asset yang dapat digunakan sebagai jaminan

12. Kepemilikan dokumen persyaratan kredit.

b. Grafik

Peneliti menbuat grafik yang meliputi :

1. UMKM berdasarkan sektor

2. UMKM berdasarkan klasifikasi usaha

3. UMKM berdasarkan kebutuhan kredit

c. Memaparkan hasil analisa secara deskriptif

Peneliti menyajikan hasil olahan data dalam bentuk diagram disertai dengan penjelasan yang lengkap.

3. Hasil Penelitian
II.   GAMBARAN UMUM  ( jika ini merupakan hasil temuan maka babnya mauk dalam hasil penelitian, penomoran disesuaikan )
2.1. Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Baturaja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.797,06 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 292.651 jiwa (berdasarkan data pemkab OKU tahun 2008 ; (www.sumselprov.go.id)
Kabupaten OKU dengan adanya UU No 37 tahun 2003, kabupaten ini dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu :

a. Kabupaten Ogan Komering Ulu (induk)

b. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)
c. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terletak di 1030 400 BT sampai dengan 1040 330  BT dan 30 450 LS – 30 550 BT. Kabupaten ini mempunyai 11 kecamatan. Kabupaten OKU mempunyai iklim tropis dan basah dengan temperatur bervariasi antara 22oC – 31oC, dengan curah hujan terendah 3.038 mm dijumpai di Kecamatan Lengkiti dan curah hujan tertinggi di Kecamatan Pengandonan sebesar 4.881 mm, atau antara 260 mm – 448 mm setiap bulannya.

Secara geologis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk pada zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan – batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, batu marmer,minyak bumi, batu kapur, emas, nikel, besi, intan, pasir, koral dan lainnya. 


Sistem sungai-sungai yang ada diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Sistem Sungai Ogan, yang bermuara ke sungai ini antara lain Sungai Gerantong, Sungai Air Jawi- Jawi, Sungai Air Kuang Besar, Sungai Air Jernih, Sungai Air Kisam, Sungai Air Lekis, Sungai Kurup, Sungai Air Laye, Sungai Laham, Sungai Air Lengkayap,Sungai Ari Saka, Sungai Air Tebangka, Sungai Air Selaur, Sungai Air Kungkilan, dan Air Kiti. Jika dilihat dari sistem sungai tersebut maka kebutuhan air baku diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini tersedia cukup besar, baik untuk keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, maupun untuk pengembangan perikanan darat.

2.1.1   Perbatasan

Timur
: Kecamatan Cempaka & Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU.

Barat
: Kecamatan Semendo dan Kecamatan Tanjung Agung KabupatenMuara   

                    Enim.

Utara
: Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang 

                    Kabupaten Ogan Ilir.
Selatan
: Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan                      Komering Ulu 

2.1.2. Pemanfaatan Lahan
Sekitar 0,82% dari luas Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan kawasan pemukiman, 0,46% persawahan, pertanian tanah kering (3,87%), kebun campuran (4,37%), perkebunan besar (8,99%), perkebunan rakyat (23,8%), hutan sejenis/HTI (1,79%), industri (0,05%) dan pertambangan (0,05%).
Kawasan yang belum diusahakan mencapai 55,66% yang berupa kawasan hutan lebat, hutan belukar, semak, tanah terbuka dan alang-alang. Sedangkan 0,12% untuk kegunaan lainnya. 

2.2.2. Produk Unggulan

Dibawah ini adalah tabel dari produk unggulan yang ada di Kabupaten OKU Induk pada tahun 2007/2008 sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Produk Unggulan Kab. OKU 
	Kabupaten
	1
	2
	3
	4
	5

	OKU Induk
	Karet 
	Sawit 
	Perdagangan Umum 
	Sapi 
	Pengolahan Batu Mulia 

	OKU Timur
	Padi 
	Karet 
	Duku  
	Sapi 
	Ikan Patin 

	OKU Selatan
	Karet 
	Kopi 
	Coklat  
	Pisang 
	Ikan Nila 


            Sumber : www.BI.go.id (2007)

2.2.   Demografi

2.2.1 Kependudukan
Ditinjau dari aspek jumlah penduduk sebelum pemekaran, Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pemekaran wilayah Kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten (Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan) menyebabkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten OKU harus terbagi menjadi tiga sentra, termasuk diantaranya potensi penduduk.

Kabupaten Ogan Komering Ulu berpenduduk 292.651 jiwa. Dengan rincian 149.221 laki-laki dan 143.430 perempuan. Dengan kepadatan penduduk setiap kecamatan yang tidak merata. Kecamatan Baturaja Timur merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Diikuti Kecamatan Baturaja Barat.

Bertani dan berkebun merupakan mata pencarian utama masyarakat Kabupaen OKU. Padi, kelapa sawit, karet, kopi dan jeruk menjadi pilihan yang paling banyak diusahakan. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh, pegawai negeri atau swasta, berdagang dan pengusaha. (www.okukab.go.id)
2.2.2 Tingkat Pendidikan

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat 185 Sekolah Dasar Negeri dan 26 Sekolah Dasar Swasta yang penyebarannya merata di seluruh wilayah OKU. Hanya saja untuk tingkat SMP maupun SMU yang jumlahnya lebih sedikit, masih berpusat di Baturaja atau kota kecamatan saja. Sedangkan SMK hanya terdapat di Baturaja, yaitu 4 SMK Negeri dan 7 SMK Swasta, 1 Universitas, 3 Sekolah Tinggi dan 3 Akademi juga terdapat di Baturaja. Sedangkan Taman Kanak-kanak sebagai pendidikan pra sekolah terdapat hampir di semua kecamatan. Animo masyarakat untuk memasukkan anak-anak ke ke jenjang pendidikan ini cukup besar. (www.okukab.go.id)

Tabel 2

Jenjang Pendidikan, Sarana, Guru dan Murid

Di Kabupaten OKU

	Pendidikan
	Sarana (Unit)
	Guru (Orang)
	Murid (orang)

		Negeri
	Swasta
	Negeri
	Swasta
	Negeri
	Swasta

	TK

	1

	29

	25

	113

	1.565

	1.565


	SD

	185

	26

	1.942

	410

	40.193

	1.761


	SMP

	32

	23

	634

	234

	14.588

	2.356


	SMU

	10

	11

	271

	298

	2.382

	1.916


	SMK

	4

	7

	147

	146

	1.275

	917



	


Sumber : www.okukab.go.id
Pembangunan sarana prasarana pendidikan serta penambahan guru terus dilakukan agar pembangunan manusia guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU dapat optimal. Yang nantinya SDM berkualitas dan profesional dapat menggali, mengolah, dan mengembangkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten OKU.

2.2.3  Tenaga Kerja
Jumlah pengangguran Kabupaten OKU cenderung meningkat. Ini dikarenakan pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten ini tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Hal ini juga disebabkan orientasi pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri masih kurang. (www.okukab.go.id)

Tabel 3

Data Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU
	Pendidikan
	Tahun 2006

	
	Pria
	Wanita

	SD
	8
	2

	SMP
	85
	18

	SMU
	4.158
	4.205

	Kejuruan
	109
	225

	Akademi
	165
	491

	Perguruan Tinggi
	767
	976

	Jumlah
	5.328
	5.917


Sumber : www.okukab.go.id
Dari tabel di atas terlihat bahwa toral pencari kerja mencapai 11.245 orang terdiri dari 5.328 pencari kerja laki-laki dan 5.917 pencari kerja perempuan.

2.3.     Perekonomian

2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik, (2008 : 1) defenisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah : jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi.

Dari kontribusi sektor (lapangan usaha) dalam pembentukan PDRB, perekonomian Kabupaten OKU masih didominasi oleh sektor primer, dimana sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor unggulan (leading sector). Sektor kedua penyumbang PDRB adalah sektor pertanian. 

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, tampak bahwa sektor-sektor (lapangan usaha) utama penyumbang PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu, meliputi sektor primer(pertambangan dan penggalian, dan pertanian) dan sektor sekunder perdagangan, hotel dan restauran, serta industri).

Sampai dengan tahun 2004, sektor perdagangan, hotel dan restauran menunjukkan peningkatan sebagai sektor ketiga terbesar berdasarkan harga konstan, sedangkan sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan. Pada tahun 2004, sumbangan terhadap PDRB harga konstan tahun 2000 dari sektor perdagangan, hotel dan restoran naik hingga mencapai 15,15% sedangkan sektor industri relatif tetap sekitar 11%.

Dengan demikian setelah sektor primer (pertambangan dan penggalian, serta pertanian), maka penyumbang PDRB terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restauran, dan sektor industri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sektor sekunder sudah mulai berperan lebih besar dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan data PDRB sebelum dan setelah krisis ekonomi, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU akan membaik. Sampai dengan tahun 2010, pertumbuhan ekonomi akan mencapai angka sekitar 6% per tahun. Di atas periode tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka 7% per tahun, dan sampai tahun 2025 diperkirakan akan stabil di atas angka 6% per tahun. Dari hasil proyeksi, PDRB sampai tahun 2025 akan dapat mencapai nilai Rp 24,82 triliun (atas dasar harga berlaku) atau sekitar Rp 7,74 triliun (atas dasar harga konstan tahun 2000).

Berdasarkan hasil analisis, diproyeksikan pendapatan per kapita (yang didekati dengan PDRB per kapita) penduduk akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dihitung atas harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita sebesar Rp 10,88 juta (atas dasar harga berlaku) atau Rp 7,56 juta (atas dasar harga konstan tahun 2000). Pada tahun 2025 pendapatan per kapita akan meningkat menjadi Rp 61,69 juta (atas dasar harga berlaku) atau sebesar Rp 19,23 juta (atas dasar harga konstan tahun 2000). (www.bappeda.okukab.go.id). Berikut adalah tabel yang menunjukkan kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007 : (BPS; 2008:27)

Tabel 4

Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten OKU

Tahun 2007

	NO
	Sektor
	2007

	
	
	Dengan Migas
	Tanpa Migas

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Pertanian
	28,67
	36,56

	2
	Pertambangan & penggalian sektor primer
	23,34
	2,27

	Sektor Primer
	52,01
	37,83

	3
	Industri Pengolahan
	10,94
	13,94

	4
	Listrik, Gas, dan Air Bersih
	0,29
	0,37

	5
	Bangunan
	7,41
	9,44

	Sektor Sekunder
	18,64
	23,75

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	11,67
	14,88

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	2,61
	3,32

	8
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers
	4,00
	5,10

	9
	Jasa-jasa
	11,07
	14,12

	Sektor Tersier
	29,35
	37,42


Sektor : data olahan hasil kuesioner
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa apabila dihitung dengan migas maka terdapat dua sektor unggulan (leading sector) yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007, yaitu sektor pertanian (sebesar 28,67%), kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian (sebesar 23,34%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini disebabkan oleh tingginya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kapupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit. Adapun sektor lain yang memberikan potensi cukup besar yaitu sektor pedagangan, hotel dan restoran, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu hanya 0,29%.
Sementara bila dihitung tanpa migas, yang menjadi sektor unggulan (leading sector) adalah sektor pertanian (sebesar 36,56%), kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan retoran (sebesar 14,88%). Adapun sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi di atas 14%.
2.3.2   Kredit Perbankan

Dengan optimisme pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia,  perbankan maupun lembaga keuangan non bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian. Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup : 1) penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, 2) peningkatan kemampuan kewirausahaan, 3) peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam perkreditan perbankan, 4) pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan kredit, 5) meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro, 6) meningkatkan layanan KSP/USP koperasi, 7) peningkatan lembaga keuangan sekunder, 8) peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah, 9) Pengembangan Multi Finance

Posisi kredit perbankan dan kredit usaha kecil di Kabupaten OKU secara relatif selalu mengalami peningkatan, dengan total masing-masing sebesar Rp 376,48 milyar dan 114,60 milyar pada tahun 2003. Posisi tabungan masyarakat juga semakin meningkat, pada tahun 2003 mencapai jumlah Rp 261,95 milyar. Rasio kredit yang disalurkan kepada pengusaha kecil dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) terhadap total kredit adalah cukup besar yaitu sekitar 30% pada tahun 2003. Akan tetapi berdasarkan trend dari tahun 1994, rasio tersebut cenderung terus menurun, walaupun nilai nominalnya semakin meningkat.

Selama periode 2000-2005, pendapatan daerah Kabupaten OKU secara relatif menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Realisasi pendapatan beranjak dari angka Rp 122,10 milyar pada tahun 2000, melonjak menjadi Rp 317,44 milyar pada tahun 2001 karena pelaksanaan Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Setelah itu terus meningkat hingga Rp 467,10 milyar pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 menurun secara drastis menjadi Rp 253,64 milyar yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. (www.bappeda.okukab.go.id)
III.      PROFIL DATABASE UMKM
Dengan dilaksanakan kegiatan ini maka Bank Indonesia sebaga bank sentral akan memiliki database UMKM sehingga akan memudahkan bagi para pelaku ekonomi untuk mengakses dan menggunakan data yang tersedia di website ini. Adapun data tersebut akan dapat dijadikan informasi yang akurat mengenai keberadaan pengusaha di kabupaten OKU, dan secara tidak langsung akan dapat dijadikan pertimbangan awal bagi pengguna untuk melihat kelayakan dari usaha tersebut.
Salah satu sasaran dari ketersediaan informasi ini adalah pihak perbankan, hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi secara langsung melalui penyaluran kredit perbankan dengan sasaran yang tepat. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aktivitas perekonomian. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejak dicanangkannya Tahun Mikro Kredit Indonesia pada tahun 2005, pemerintah sangat gencar memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya dalam menggerakkan sektor riil yang pernah terpuruk setelah krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. UMKM diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah (pedesaan) dan struktur permodalan masyarakat (pedesaan) melalui berbagai usaha informal.
Dengan tegaknya sektor UMKM maka kesulitan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan teratasi dengan sendirinya sehingga perlu bagi kita untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal.

Saat ini UMKM di Kabupaten OKU masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas, keragaman jenis usaha dan pengembangan produk unggulannya.  Adapun kendala secara umum yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya modal usaha

b. Kesulitan dalam pemasaran

c. Persaingan usaha yang cukup ketat

d. Kesulitan bahan baku

e. Kurangnya teknis produksi dan keahlian

f. Kurangnya ketrampilan manajerial (SDM)

g. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

h. UMKM membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan, perundangan yang memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Dari hal-hal  tersebut di atas  mengindikasikan bahwa salah satu faktor dominan dalam pengembangan UMKM adalah faktor permodalan, meskipun bukan yang paling menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Untuk itu diperlukan peranan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian, modal ventura, leasing, dan lainnya dalam penyediaan permodalan bagi UMKM. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kredit bank masih merupakan salah satu alternatif sumber permodalan bagi UMKM. Ironisnya, justru hingga saat ini UMKM merupakan salah satu sektor yang dianggap belum layak mendapatkan akses perbankan. 

Terhadap banyaknya keluhan UMKM terkait dengan sulitnya mendapatkan permodalan dari perbankan, secara umum, permasalahan yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi antara UMKM dengan bank, khususnya mengenai kelayakan kredit. UMKM memiliki usaha yang prospektif dan menguntungkan (feasible) namun demikian belum layak dari kacamata bank (bankable) karena minimnya agunan, atau agunan yang dimiliki kurang mencukupi dalam meng-cover risiko kredit. Oleh karena itu untuk mencari jalan keluarnya, perlu melihat permasalahan tersebut dari dua sisi secara berimbang yakni dari sisi perbankan maupun dari sisi UMKM itu sendiri. 

Permasalahan bank-bank dalam melayani sektor UMKM diantaranya adalah: (i) belum memiliki SDM yang kompeten untuk menangani debitur UMKM, (ii) orientasi bank yang berfokus kepada segmen korporat, (iii) jaringan kantor bank yang masih terbatas dan belum merata penyebarannya termasuk BPR, (iv) masih adanya persepsi perbankan yang keliru dengan menganggap UMKM sebagai debitur yang ‘merepotkan’, beresiko tinggi, dan kurang menguntungkan. Selain itu, faktor lain adalah kesulitan menjangkau daerah –daerah pelosok atau sentra-sentra pengusaha mikro dan kecil, biaya overhead yang cukup besar untuk penyaluran kredit kepada UMKM, terbatasnya pemahaman mengenai karakteristik UMKM pada sebagian besar bank umum, dan belum adanya lembaga penjamin kredit yang berfungsi secara optimal. 

Sementara itu, beberapa permasalahan UMKM dalam mengakses kredit kepada perbankan antara lain: (i) umumnya UMKM belum mempunyai pembukuan yang jelas sehingga menyulitkan perbankan untuk mengetahui informasi mengenai usaha tersebut secara lengkap, (ii) masih banyaknya UMKM yang belum terdaftar sebagai badan usaha resmi, (iii) kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola UMKM, (iv) faktor akses pemasaran produk yang dihasilkannya. Disamping itu masalah ketidakmampuan UMKM untuk memberikan jaminan yang layak dan secara umum dapat dipertanggungjawabkan, merupakan kendala utama yang selama ini dialami oleh UMKM. 

Permasalahan lain yang dikeluhkan UMKM dalam menghadapi perbankan sebagaimana terekam dalam berbagai acara Temu Wicara antara UMKM, perbankan dan pemerintah, antara lain: (i) persyaratan agunan dalam permohonan kredit, (ii) langkanya sumber dana murah perbankan, (iii) persyaratan kredit yang sulit dipenuhi, (iv) tingginya suku bunga kredit, (v) pendampingan / konsultasi untuk UMKM dan, (vi) terbatasnya informasi pengembangan usaha. 

Dari sisi operasional perbankan, pemberian kredit kepada UMKM cenderung menguntungkan bagi bank karena beberapa hal. Pertama, tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar sehingga tingkat kemacetannya relatif kecil. Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran resiko, nominal kredit UMKM umumnya kecil dengan jumlah nasabah yang besar sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok / sektor usaha. Ketiga, suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasarannya yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah. 

3.1       Kebijakan dan Strategi Perbankan dalam Pengembangan UMKM 
Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mempermudah akses UMKM kepada layanan kredit perbankan, maka perlu meningkatkan beberapa upaya antara lain melalui penerapan kebijakan kredit perbankan, pemberian bantuan teknis kepada UMKM, pengembangan kelembagaan dan hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan Pihak terkait. 

1. Kebijakan kredit perbankan 

Melalui pengaturan kredit Usaha Kecil, menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Pemberian bantuan teknis 

Pemberian bantuan teknis ini berupa pelatihan kepada petugas perbankan dalam meningkatkan kemampuan melayani kredit UMKM, kegiatan penelitian yang menunjang penyaluran kredit kepada UMKM, dan penyediaan informasi UMKM melalui sistem informasi terpadu. 

3. Pengembangan kelembagaan. Antara lain penguatan kelembagaan BPR, khususnya dalam meningkatkan daya saing BPR. Mendorong pembentukkan UMKM Center Perbankan, yaitu penyediaan informasi UMKM dan saran komunikasi antara bank dengan UMKM. Pembentukan Biro kredit, yaitu lembaga yang menghimpun dan menyajikan data historis dari debitur perbankan maupun non bank, yang nantinya akan mencakup seluruh informasi debitur dengan jumlah pinjaman terkecil hingga terbesar 

4. Hubungan kerjasama Bank Indonesia dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pengembangan UMKM selama ini juga bersinggungan dengan Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait terutama dengan kebijakan teknis pengembangan UMKM, antara lain : Kerjasama dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, perbankan dan dunia usaha. Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk memberdayakan konsultan/pendamping baik swasta maupun yang dibentuk pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM. (www.isei.or.id)

3.2       Informasi Pengusaha

a. Badan Hukum

Secara keseluruhan dari responden yang terdata di Kabupaten OKU adalah perusahaan perseorangan. Hal ini terlihat dari setiap jenis usaha yang ada dimana pemilik juga bertindak selaku yang menjalankan usahanya.

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. (www.organisasi.org)
b. Lama Usaha

Berdasarkan lama waktu berusaha responden yang paling banyak adalah yang telah beroperasi ≥ 5 tahun yaitu sebesat 48%. Hal ini sesuai dengan persyaratan responden yaitu bahwa responden yang harus didata adalah yang telah berusaha lebih dari 2 tahun. Berikut adalah tabel lama berusaha :

Tabel 4

Lama Waktu Berusaha Responden di Kabupaten OKU

	No
	Jangka Waktu
	Responden
	%

	1
	0-3 tahun
	26
	26%

	2
	3,5-5tahun
	25
	26%

	3
	> 5 tahun
	48
	48%

	
	 
	100
	100%




         Sumber : Data Olahan hasil kuesioner

Gambar 2
Profil Responden berdasarkan Lama Usaha di Kabupaten OKU
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                            Sumber : Data Olahan dari hasil kuesioner

c. Persaingan Usaha
Dalam dunia usaha adanya persaingan secara tidak langsung akan meningkatkan minat pengusaha untuk berpacu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya agar dapat bersaing di pasaran. Dari 100 orang responden UMKM di Kabupaten OKU terlihat bahwa dari sisi persaingan usaha masih dalam level rendah. Bila ditilik dari jenis produk yang dihasilkan terlihat adanya keseragaman produk yang ditawarkan. Dari sisi sektor ekonomi, sektor perdagangan yang paling banyak menjadi responden, dengan produk yang kurang bersaing dan pelanggan yang sudah tersedia (masyarakat umum) maka tingkat persaingan berada dalam level yang rendah.
Tabel 7

Persaingan Usaha

	No
	Tingkat Persaingan
	Responden
	%

	1
	Rendah
	67
	67%

	2
	Sedang
	20
	20%

	3
	Tinggi
	13
	13%


         Sumber : data olahan dari hasil kuesioner

Dibawah ini akan terlihat grafik yang menggambarkan tingkat persaingan di antara pengusaha UMKM di Kabupaten OKU :

Gambar 3
Profil Responden Berdasarkan Persaingan Usaha
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3.2 Informasi Kegiatan Usaha

a.
Sektor Ekonomi

Dibawah ini adalah tabel responden berdasarkan sektor ekonomi di kabupaten Ogan Komering Ulu :
Tabel 8
Responden berdasarkan Sektor Ekonomi

	Sektor Ekonomi
	Jenis Usaha
	Responden

	* Pertanian
	-
	-

	* Pertambangan dan penggalian
	-
	0

	* Industri pengolahan
	Penggilingan padi, kerupuk kemplang, tahu, kue, kopi
	18

	* Listrik, gas dan air bersih
	-
	0

	* Bangunan
	Panglong, kusen dan depot
	15

	* Perdagangan
	Kerupuk kemplang, baju, counter hp, rumah makan
	53

	* Pengangkutan dan komunikasi
	-
	0

	* Persewaan
	* kendaraan, took, rumah
	-

	* Jasa-jasa
	*Bengkel mobil, Bengkel radiator, Bengkel Las, Tampal Ban
	14

	
	TOTAL
	100


             Sumber : data olahan dari kuesioner

Gambar 4
Profil Responden Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten OKU
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          Sumber : data olahan dari hasil kuesioner
Setelah dilakukan pendataan atas responden maka didapat hasil sektor usaha yang menjadi responden kebanyakan berasal dari sektor Industri pengolahan, bangunan, perdagangan, restoran dan jasa. Dan jenis usaha dengan responden tertinggi adalah dari sektor usaha perdagangan, diikuti dengan industri pengolahan dan bangunan.  

Sementara dari sektor pertanian/perkebunan, kebanyakan sudah dikuasai oleh perusahaan besar, misalnya PT Minanga Ogan yang membawahi perkebunan sawit di Kabupaten OKU. Sementara sebagian besar perkebunan di desa Batu Marta Kecamatan Lubuk Raja kebanyakan usahanya adalah pengusaha bibit sawit semua menolak untuk diwawancarai. 

b. Klasifikasi Usaha

Berdasarkan tabel dibawah ini maka dapat terlihat bahwa klasifikasi usaha yang terbanyak di Kabupaten OKU adalah dari sektor usaha kecil. 
Tabel 9
Responden berdasarkan Klasifikasi Usaha Kabupaten OKU

	Klasifikasi Usaha
	Responden
	%

	Mikro
	55
	41

	Kecil
	77
	58

	Menengah
	1
	1

	TOTAL
	100
	100


                 Sumber : data olahan dari kuesioner

Grafik 5
UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha Kabupaten OKU
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Dari tabel terlihat bahwa klasifikasi usaha terbesar yang menjadi responden adalah di usaha kecil. Dimana usaha kecil ini memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000 sampai dengan paling banyak RP 2.500.000.000.(UU RI No.20 tahun 2008)

3.3 Susunan Pemilik Modal dan Pengurus Perusahaan

Dari kuesioner yang ada terlihat bahwa pengusaha kecil yang terdata merupakan pemilik langsung dari usaha yang dijalankan. Hal ini terlihat struktur modal yang dimiliki dimana lebih dari 98% responden langsung sebagai pemilik modal sementara 2 % pengusaha memiliki rekan dalam menjalankan usahanya dan menyetorkan persentase modalnya. Dibawah ini dapat dilihat tabel dan grafik dari kepemilikan modal tersebut :
Tabel 10

Kepemilikan Perusahan

	No
	Susunan Pemilik
	Responden
	%

	1
	Milik Sendiri
	98
	98%

	2
	Orang Lain
	2
	2%


    Sumber : Data Olahan dari hasil kuesioner

3.4 Group Perusahaan

Dari seluruh responden yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak ada yang memiliki group dalam kegiatan usahanya. Kebanyakan mereka berusaha secara mandiri, dengan lingkup usaha yang masih terbatas dan modal yang belum terlalu besar.
3.5  Pemasaran Produk Utama

Tabel 11

Wilayah Pemasaran Produk Utama 

	No
	Wilayah Pemasaran
	Responden
	%

	1
	Lokal
	79
	79%

	2
	Kota Lain
	19
	19%

	3
	Nasional
	2
	2%

	4
	Eksport
	0
	0%


                                   Sumber : data olahan dari  hasil kuesioner

Bila dilihat dari wilayah pemasaran produk utama, terlihat bahwa kebanyakan pangsa pasar dari produk adalah pasar lokal. Mendominasinya pasar lokal ini karena adanya kesulitan dari pihak pengusaha untuk memasarkan peroduknya ke luar. Kemungkinan sebabnya adalah ketidakmampuan untuk bersaing dengan produk luar dan tidak adanya link kerjasama dibidang pemasaran. Untuk itu diperlukan adanya Lembaga pemasaran yang bertugas membantu memberi assitensi kepada UMKM dalam akses pasar dan pemasaran (market and marketing). Dibawah ini adalah gambaran dari wilayah pemasaran produk utama :

Gambar 7
Profil responden Berdasarkan Wilayah Pemsaran Produk Utama
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Sementara dari target pasar, golongan masyarakat yang merupakan target tertinggi adalah dari masyarakat golongan bawah yaitu 51%, diikuti masyarakat golongan menengah sebesar 46% dan masyarakat golongan atas sebesar 3%.

Tabel 12

Target pasar di Kabupaten OKU

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Masyarakat Golongan Bawah
	51
	51.0
	51.0
	51.0

	 
	Masyarakat Golongan Menengah
	46
	46.0
	46.0
	97.0

	 
	Masyarakat Golongan Atas
	3
	3.0
	3.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


         Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner

3.6 Pesaing Utama dan Kelebihan Pesaing dari Produk Utama

Dari total 100 responden, hanya 32 pengusaha yang memiliki pesaing dalam usahanya. Akan tetapi sifat persaingannya masih dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan persaingan usahanya hanya untuk produk yang sama dan dalam skope daerah yang sama. Dibawah ini adalah daftar keunggulan pesaing secara keseluruhan: 

Tabel 13
Daftar Keunggulan Pesaing

	Responden terdata
	Keunggulan Pesaing

	32
	Lebih Dulu Beroperasi

	
	Harga Lebih Murah

	
	Menjual secara kredit

	
	Kelengkapan Produk

	
	Menjual lebih dari satu produk

	
	Memiliki modal Lebih Besar

	
	Memiliki  Relasi  lebih banyak dan luas

	
	Tempat Lebih Nyaman

	
	Menjual Produk Original

	
	Sistem Penjualan Secara Grosir

	
	Produk Cepat Saji

	
	Peralatan Lebih Lengkap dan Canggih

	
	Memiliki Banyak Relasi


              Sumber : data olahan dari hasil kuesioner
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berusaha untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
a. Pendanaan

b. Sarana dan prasarana

c. Informasi usaha

d. Kemitraan

e. Perizinan Usaha

f. Kesempatan berusaha

g. Promosi dagang

h. Dukungan kelembagaan.

Untuk itu diperlukan peran serta dari dunia usaha dan masyarakat dalam membantu menumbuhkan iklim usaha tersebut.
3.7 Aspek Keuangan

Dibawah ini adalah profil UMKM ditinjau dari aspek keuangan yang meliputi aspek keuangan Neraca dan Laba/Rugi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel 14

Kontrol Total Aktiva UMKM Kabupaten OKU
	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	< 25
	33
	33.0
	33.0
	33.0

	 
	25 - < 50
	22
	22.0
	22.0
	55.0

	 
	50 - < 100
	22
	22.0
	22.0
	77.0

	 
	100 - < 150
	4
	4.0
	4.0
	81.0

	 
	150 - < 200
	5
	5.0
	5.0
	86.0

	 
	=> 200
	14
	14.0
	14.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


                     Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner
Total aktiva kurang dari 25 jt merupakan jumlah tertinggi yaitu 33%, diikuti dengan total aktiva 25 jt - < 50 jt dan 50 jt - < 100 jt yaitu 22%. Selanjutnya diikuti oleh total aktiva diatas 200jt yaitu 14% dan yang terkecil kedua dan ketiga yaitu untuk total aktiva 100 jt - < 150 jt dan 150 jt - < 200 jt yaitu 5% dan 4%.

Tabel 15

Kontrol Total Pasiva UMKM Kabupaten OKU
	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	< 25
	33
	33.0
	33.0
	33.0

	 
	25 - < 50
	22
	22.0
	22.0
	55.0

	 
	50 - < 100
	22
	22.0
	22.0
	77.0

	 
	100 - < 150
	4
	4.0
	4.0
	81.0

	 
	150 - < 200
	5
	5.0
	5.0
	86.0

	 
	=> 200
	14
	14.0
	14.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner

Total pasiva kurang dari 25 jt merupakan jumlah tertinggi yaitu 33%, diikuti dengan total pasiva 25 jt - < 50 jt dan 50 jt - < 100 jt yaitu 22%. Selanjutnya diikuti oleh total pasiva diatas 200jt yaitu 14% dan yang terkecil kedua dan ketiga yaitu untuk total pasiva 100 jt - < 150 jt dan 150 jt - < 200 jt yaitu 5% dan 4%.

Tabel 16

Profil Penjualan UMKM Kabupaten OKU
	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	< 100
	29
	29.0
	29.0
	29.0

	 
	100 - < 200
	26
	26.0
	26.0
	55.0

	 
	200 - < 300
	16
	16.0
	16.0
	71.0

	 
	300 - < 400
	13
	13.0
	13.0
	84.0

	 
	400 - < 500
	4
	4.0
	4.0
	88.0

	 
	=> 500
	12
	12.0
	12.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner
Penjualan responden tertinggi adalah pada penjualan < 100 juta aitu 29%, diikuti oleh penjualan 100 juta - < 200 juta 26%, penjualan 200 juta - < 300 juta 16%, penjualan diatas 500 juta sebesar 12%   dan penjualan 400 juta - < 500 juta 4%.

Tabel 17

Profil Laba Bersih UMKM Kabupaten OKU
	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	< 25
	21
	21.0
	21.0
	21.0

	 
	25 - < 50
	25
	25.0
	25.0
	46.0

	 
	50 - < 100
	20
	20.0
	20.0
	66.0

	 
	100 - < 150
	10
	10.0
	10.0
	76.0

	 
	150 - < 200
	8
	8.0
	8.0
	84.0

	 
	=> 200
	16
	16.0
	16.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


      Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner
Laba bersih responden tertinggi adalah pada Laba bersih  25 -< 50 juta yaitu 25%, diikuti oleh Laba bersih < 25 juta 21%, Laba bersih 50 juta - < 100 juta 20%, Laba bersih => 200Juta 16% juta, Laba bersih 100 juta - < 150 juta 10% dan Laba bersih 150 juta - < 200 juta 8%

Tabel 18
Profil Laba/Penjualan UMKM Kabupaten OKU
	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	< 50%
	78
	78.0
	78.0
	78.0

	 
	=> 50%
	22
	22.0
	22.0
	100.0

	 
	Total
	100
	100.0
	100.0
	 


            Sumber : Data olahan dengan SPSS dari hasil kuesioner
Berdasarkan perbandingan antara laba dengan penjualan maka terdapat 78% responden yang mempunyai perbandingan laba dengan penjualan kurang dari 50% serta sisanya 22% diatas 50%.

Gambar 8
Profile Responden Berdasarkan Kemampuan Membiayai Sendiri

Di Kabupaten OKU
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                Sumber : data olahan dari kuesioner

Berdasarkan responden yang memiliki kemampuan membiayai sendiri ternyata responden terbesar adalah yang memiliki kemampuan sebesar 21%-40%  dana sendiri yang memiliki jumlah terbesar yaitu sebanyak 41 responden, diikuti oleh responden yang berkemampuan 11%-20% sebanyak 24 responden dan sebanyak 20 responden memiliki kemampuan sendiri sebesar 0%-10%.

Rata-rata pengusaha hanya memiliki kemampuan maksimal 40% untuk mendanai usahanya secara mandiri, untuk itu resonden tersebut banyak yang mengajukan untuk mendapatkan kredit dari perbankan guna penambahan modal kerja atau investasi usahanya.

3.8 Uraian UMKM berdasarkan kebutuhan kredit

Tabel 19
UMKM Berdasarkan kebutuhan kredit

	Kebutuhan kredit
	Responden
	%

	 
	Terdata
	

	0 – 10.000.000
	37
	37

	10.000.000 – 50.000.000
	46
	46

	50.000.000 -100.000.000
	10
	10

	> 100.000.000
	7
	7

	TOTAL
	100
	100


                      Sumber : data olahan dari kuesioner

Dari tabel diatas, terlihat bahwa responden terbanyak adalah yang memiliki kebutuhan kredit sebesar Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Adapun jenis kredit yang akan diberikan adalah untuk modal kerja, investasi atau keduanya. Dimana jangka waktu yang diberikan untuk modal kerja paling lama 2 tahun dan besarnya kredit investasi disesuaikan dengan barang modal yang dibeli.

Gambar 9
Grafik UMKM Berdasarkan Kebutuhan Kredit
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 Sumber : data olahan hasil kuesioner
Dari gambar di atas terlihat bahwa responden di Kabupaten OKU kebanyakan mengajukan pinjaman ke pihak perbankan dengan total pinjaman Rp 0 sampai dengan Rp 10.000.000. Hal ini dikarenakan pengusaha kebanyakan yang tidak memiliki jaminan (collateral) yang mencukupi atau malah tidak ada sama sekali, dan laba yang didapat tidak dapat mencover angsuran perbulan apabila pengajuan kredit terlalu besar.

3.9 Profile Responden Berdasarkan Agunan yang diberikan
Dari hasil data yang berhasil dikumpulkan dapat terlihat bahwa ada beberapa jenis asset yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan antara lain : tanah, rumah, tanah dan bangunan, ruko, kebun karet, skt dan ada juga yang tidak memilki agunan sama sekali.

Kebanyakan responden mengajukan tanah miliknya untuk dijadikan agunan disamping rumah tempat tinggalnya. Peneliti juga mendapati kenyataan bahwa kebanyakan pengusaha berkeberatan dengan jaminan yang diminta, karena saat ini mereka beranggapan ada beberapa perbankan yang berani memberikan pinjaman kepada mereka tanpa agunan. Hal ini juga yang agak menyulitkan sewaktu proses pendataan oleh enumerator.

Berikut adalah grafik dan gambar dari profile responden berdasarkan agunan yang diserahkan :

Tabel 20
Responden Berdasarkan Agunan Yang Diserahkan di Kabupaten OKU
	Agunan
	Responden
	%

	Tanah
	56
	56

	Rumah
	26
	26

	Tanpa Agunan
	5
	5

	Rumah dan Tanah
	8
	8

	Ruko
	3
	3

	Kebun Karet
	1
	1

	SKT
	1
	1

	Jumlah
	100
	100


                   Sumber : data olahan dari kuesioner

Gambar 10
Profile Responden Berdasarkan Agunan Yang Diberikan


Di Kabupaten OKU
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3.10 Kepemilikan Dokumen
Dari 100 responden rata-rata memiliki dokumen yang cukup untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit. Akan tetapi dari sisi laporan keuangan hampir keseluruhan responden tidak memiliki laporan keuangan usahanya. 

Hal ini dapat dillihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 21

Profil Responden dari Kepemilikan Dokumen 

	No
	Jenis Dokumen
	Responden 
	%

	1
	Tanda Pengenal/KTP
	100
	100%

	2
	Kartu Keluarga
	100
	100%

	3
	Akta Nikah
	99
	99%

	4
	Akta Perusahan 
	2
	2%

	5
	SK Menteri Kehakiman
	2
	2%

	6
	NPWP
	21
	21%

	7
	SIUP
	23
	23%

	8
	TDP
	22
	22%

	9
	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
	0
	0%

	10
	Rekening Koran 6 bulan terakhir
	1
	1%

	11
	Sertifikat tanah/IMB/PPB
	40
	40%

	12
	Invoice mesin
	0
	0%

	13
	BPKB Kendaraan
	46
	46%

	14
	Rekening Tabungan
	18
	18%

	15
	Deposito
	1
	1%

	16
	Surat Keterangan Usaha
	40
	40%




      Sumber : Data olahan hasil kuesioner
Gambar 11
Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Dokumen
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2 Kartu Keluarga

3 Akta Nikah

4 Akta Perusahan 

5 SK Menteri Kehakiman

6 NPWP

7 SIUP

8 TDP

9 Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

10 Rekening Koran 6 bulan terakhir

11 Sertifikat tanah/IMB/PPB

12 Invoice mesin

13 BPKB Kendaraan

14 Rekening Tabungan

15 Deposito

16 Surat Keterangan Usaha


4 . SIMPULAN DAN SARAN
1.1. Kesimpulan

1.  Adapun kendala secara umum yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya modal usaha

b. Kesulitan dalam pemasaran

c. Persaingan usaha yang cukup ketat

d. Kesulitan bahan baku

e. Kurangnya teknis produksi dan keahlian

f. Kurangnya ketrampilan manajerial (SDM)

g. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam 
      keuangan dan akuntansi.

h. UMKM membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan, perundangan yang memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

2. Terdapat beberapa permasalahan UMKM dalam mengakses kredit kepada perbankan antara lain: (i) umumnya UMKM belum mempunyai pembukuan yang jelas sehingga menyulitkan perbankan untuk mengetahui informasi mengenai usaha tersebut secara lengkap, (ii) masih banyaknya UMKM yang belum terdaftar sebagai badan usaha resmi, (iii) kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola UMKM, (iv) faktor akses pemasaran produk yang dihasilkannya. Disamping itu masalah ketidakmampuan UMKM untuk memberikan jaminan yang layak dan secara umum dapat dipertanggungjawabkan, merupakan kendala utama yang selama ini dialami oleh UMKM.
3.    Responden terdata di Kabupaten OKU adalah sebanyak 100 orang responden, dimana kebanyakan dari responden adalah pengusaha kecil, terdiri dari perusahaan perseorangan dengan lama usaha maksimal 5 tahun dan sektor ekonomi terbanyak adalah dibidang perdagangan.

4.    Dari segi pemasaran produk, untuk 100 orang responden hanya mencakup wilayah pasar lokal sebagai target pemasaran, dimana masyarakat golongan bawah kebanyakan adalah pelanggan utama. Persaingan usaha masih dalam level rendah hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan hampir sama dan luas area pemasaran masih dalam skope terbatas.

5. 
Dari sisi asepek keuangan, total aktiva dan passiva tertinggi dari responden adalah dengan total aktiva kurang dari Rp 25.000.000, dari sisi penjualan responden terbanyak adalah dengan penjualan < RP 100.000.0000 dan laba bersih tertinggi adalah respponden dengan laba bersih Rp 25.000.000 sampai dengan < Rp 50.000.000  

 6.    Rata-rata pengusaha hanya memiliki kemampuan maksimal 40% untuk mendanai usahanya secara mandiri, untuk itu resonden tersebut banyak yang mengajukan untuk mendapatkan kredit dari perbankan guna penambahan modal kerja atau investasi usahanya.

7.      Dari sisi kebutuhan kredit responden terbanyak adalah yang memiliki kebutuhan kredit sebesar Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Adapun jenis kredit yang akan diberikan adalah untuk modal kerja, investasi atau keduanya. Dimana jangka waktu yang diberikan untuk modal kerja paling lama 2 tahun dan besarnya kredit investasi disesuaikan dengan barang modal yang dibeli.    

8.       Dari hasil data yang berhasil dikumpulkan dapat terlihat bahwa ada beberapa jenis asset yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan antara lain : tanah, rumah, tanah dan bangunan, ruko, kebun karet, skt dan ada juga yang tidak memilki agunan sama sekali.

9.        Dari 100 responden rata-rata memiliki dokumen yang cukup untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit. Akan tetapi dari sisi laporan keuangan hampir keseluruhan responden tidak memiliki laporan keuangan usahanya. 

1.2. Saran

1. Perlu dilanjutkan penyusunan database UMKM oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan database tersebut, misalnya: pemerintah, pihak perbankan dan lembaga keuangan lain.
2. Perlunya diadakan sosialisasi oleh Bank Indonesa kepada stakeholder terkait di Kabupaten OKU (Baturaja).

3. Perlunya up-date data secara periodik intuk mengevaluasi UMKM yang sudah dibiayai bank dan mengeluarkannya dari database.

4. Perlunya melibatkan Dinas terkait dalam proses penelitian ataupun pengumpulan informasi database UMKM, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
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